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review berbagai kajian terkait serta analisis empiris berdasarkan
studi-studi sebelumnya.

Struktur buku terdiri atas 6 (enam) bagian tulisan yang
memiliki keterkaitan yang baik untuk memperkaya pembahasan
mengenai perkembangan sektor keuangan di Indonesia dari
berbagai perspektif. Saya sampaikan apresiasi kepada masing-
masing penulis yang terdiri dari Rasbin, Ari Mulianta Ginting, Ariesy
Tri Mauleny, Nidya Waras Sayekti, Lisnawati dan Venty Eka Satya
untuk tulisannya yang beragam warna mengenai sektor keuangan di
Indonesia, baik itu sektor swasta maupun pemerintahan.

Selain itu, saya sampaikan juga apresiasi dan terima kasih kepada
Prof. (Riset) Carunia Mulya Firdausy, Ph.D. yang telah meluangkan
waktu dan pemikirannya sebagai editor buku ini. Kepada penerbit
disampaikan penghargaan atas kerja samanya dalam penerbitan
bersama dengan P3D], Setjen DPR-RI. Besar harapan saya, buku ini
akan bermanfaat, bukan saja dalam perumusan Rancangan Undang-

Kata Pengantar Kapus P3DI iii



Undang khususnya namun juga dalam perumusan kebijakan dan
pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya.

Jakarta, Oktober 2015

Kepala Pusat Pengkajian,
Pengelolaan Data dan Informasi,
Sekretariat Jenderal DPR RI

Dr. Rahaju Setya Wardani
NIP. 19600419 198803 2 001

Peran Sektor Keuangan terhadap Perekonomian Indonesia



PROLOG

Pengaruh  perkembangan sektor keuangan terhadap
pertumbuhan ekonomi sudah lama menjadi isu yang kontroversi
di berbagai kalangan ekonom. Perdebatan tersebut berpusat pada
pertanyaan apakah perkembangan sektor keuangan mendorong
terciptanya pertumbuhan ekonomi atau sebaliknya. Beberapa
ekonom sepakat dan percaya bahwa perkembangan sektor keuangan
merupakan salah satu kunci bagi pertumbuhan ekonomi.

Di Indonesia, sektor keuangan secara umum digerakkan oleh
dua lembaga yaitu lembaga perbankan yang terdiri dari bank-bank
umum dan lembaga non perbankan yang terdiri dari pasar modal,
lembaga pembiayaan, asuransi, dana pensiun dan pengadaian.
Perkembangan sektor keuangan juga dipenaruhi oleh faktor lain,
seperti perkembangan sektor riil, regulasi pemerintah di bidang
ekonomi, perkembangan sosial masyarakat, politik dan demokrasi
serta dunia internasional.

Pertumbuhan ekonomi suatu negara akan optimal apabila
stabilitas sistem keuangan negara tersebut dapat terpelihara
dengan baik. Khusus untuk Indonesia, sektor keuangan masih
didominasi oleh perbankan. Akibatnya, segala sumber pembiayaan
pembangunan dan perekonomian tergantung dari perbankan.
Sementara sektor keuangan lainnya relatif kurang berkembang.

Buku yang berjudul “Peran Sektor Keuangan Terhadap
Perekonomian Indonesia” ini salah satunya ditujukan untuk
memberikan catatan-catatan penting yang harus diperhatikan
dalam perkembangan dan pertumbuhan sektor keuangan yang
mendukung perekonomian Indonesia. Disamping itu buku ini juga
mendiskusikan permasalahan-permasalahan yang timbul dalam
perkembangan sektor perekonomian masa kini dan dampaknya
terhadap perekonomian di masa yang akan datang.



Buku ini terdiri dari 6 Bab. Bab pertama mengungkap tentang
perkembangan early warning system keuangan di Indonesia. Dalam
bab ini diberikan antara lain tinjauan teori dan empiris mengenai
model-model parametrik yang telah ada dalam melihat krisis
perekonomian. Kemudian dilanjutkan dengan analisis dampak
pertumbuhan Kkredit sektor perbankan terhadap pertumbuhan
ekonomi pada bab 2.

Bab 3 mendiskusikan kebijakan penyertaan modal negara
pada BUMN untuk meningkatkan kinerja perekonomian nasional.
Dilanjutkan dengan pembahasan peran perbankan syariah dalam
mendukung pertumbuhan sektor riil di bab 4.

Dua bab lainnya membahas mengenai sistem keuangan pusat
dan daerah dalam memperkuat perekonomian nasional (Bab 5)
dan perkembangan perubahan akuntansi berbasis akrual untuk
meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara (Bab
6). Untuk merangkum analisis dan pembahasan dari seluruh bab
tersebut diberikan epilog pada bagian akhir buku ini.

Editor memberikan apresiasi yang tinggi dan ucapan selamat
kepada Tim Penulis Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik, Pusat
Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat
Jenderal DPR RI atas terbitnya buku ini.

Editor meyakini kajian dalam buku ini dapat memberikan
inspirasi dan masukan penting bagi para pengambil kebijakan,
terutama pihak legislatif. Buku ini juga diyakini dapat memberikan
manfaat yang besar bagi para pembaca yang ingin mendalami
pengetahuan tentang peranan sektor keuangan di Indonesia.
Selamat Membaca.

Jakarta, Oktober 2015
Editor
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EPILOG

Sektor keuangan memegang peranan penting dalam
perekonomian suatu Negara sebagai penyedia dana utama bagi
pembiayaan perekonomian. Sektor keuangan menjadi lokomotif
pertumbuhan sektor riil melalui akumulasi kapital dan inovasi
teknologi. Pertumbuhan ekonomi terjadi ketika kapasitas
perekonomian mengalami peningkatan dibanding dengan periode
sebelumnya. Sementara peningkatan kapasitas ekonomi terjadi jika
terdapat investasi baru ke dalam perekonomian..

Hampir semua negara berupaya mendorong perkembangan
sektor keuangan untuk meningkatkan perekonomian sehingga
mampu tumbuh lebih tinggi. Pengembangan sistem keuangan
di Indonesia lebih dekat kepada tipe bank-based system dimana
perbankan mendominasisektor keuangan. Pithan bank based diambil
karena dirasakan lebih dekat dengan sektor industri sehingga
lebih mudah memperoleh informasi. Bank based lebih mudah
mengidentifikasi sektor usaha dan perusahaan yang prospektif
sehingga investasi lebih optimal. Sementara market based, dapat
mengurangi inheren inefisiensi yang ada dalam bank-based system
dan terdapat peluang risk sharing dan risk management sehingga
dapat meminimalisasi dampak dari shock dalam perekonomian.

Di Indonesia, sektor keuangan digerakkan oleh dua sektor
keuangan yaitu lembaga perbankan yang terdiri dari bank-bank
umum dan lembaga non perbankan yang terdiri dari pasar modal,
lembaga pembiayaan, asuransi, dana pensiun dan pengadaian.
Perkembangan sektor keuangan juga dipengaruhi oleh faktor lain,
seperti perkembangan sektor riil, regulasi pemerintah di bidang
ekonomi, perkembangan sosial masyarakat, politik dan demokrasi
serta dunia internasional.

Kehadiran buku dengan tema “Peran Sektor Keuangan
Terhadap Perekonomian Indonesia” telah memberikan
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sumbangan pemikiran dan masukan kepada pembuat kebijakan
dalam memecahkan permasalahan perekonomian Indonesia
bidang keuangan, ekonomi dan kebijakan publik. Diawali dengan
pembahasan mengenai upaya mengatasi krisis ekonomi agar tidak
berdampak serius terhadap perekonomian nasional. Bagian buku ini
menawarkan suatu alat deteksi sebagai early warning system (EWS).
Dalam model-model EWS parametrik banyak digunakan indikator-
indikator makroekonomi untuk menerangkan kemungkinan
terjadinya krisis ekonomi seperti nilai tukar riil, pertumbuhan
ekspor dan impor, rasio cadangan devisa terhadap impor, rasio
M2 terhadap cadangan devisa, proporsi investasi dalam GDP,
pertumbuhan cadangan devisa dan sebagainya.

Berdasarkan pergerakan dari indikator-indikator
makroekonomi tersebut, probabilitas Indonesia kembali mengalami
krisis ekonomi seperti krisis ekonomi 1998 adalah rendah sehingga
perekonomian ke depan diproyeksikan cukup stabil. Namun
demikian terdapat beberapa indikator makroekonomi yang
menunjukkan tren tidak bagus seperti rasio M2 terhadap cadangan
devisa, defisit fiskal dan nilai tukar sehingga menimbulkan dugaan
Indonesia akan mengalami krisis ekonomi seperti tahun 1998. Hal
ini mendorong kewaspadaan para pelaku pasar sehingga sektor
keuangan dapat terus berperan baik dalam perekonomian. Hal ini
ditunjukkan dalam bagian pertama tulisan ini.

Peran sektor keuangan juga ditunjukkan oleh peran kredit
perbankan dalam perekonomian. Perkembangan penyaluran
kredit perbankan sebagai bagian dari sektor keuangan di Indonesia
berfluktuasi dari tahun 2005-2014. Pada periode 2005 sampai
dengan 2010, penyaluran kredit perbankan mengalami fluktuasi
naik sementara setelah periode tersebut hingga tahun 2014
mengalami tren yang menurun.

Hasil analisa kuantitatif menemukan bahwa pertumbuhan
kredit yang diberikan oleh sektor perbankan terbukti memberikan
dampak yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi
Indonesia. Untuk itu ditengah situasi pertumbuhan kredit yang
sedang menurun saat ini, maka sudah waktunya bagi Pemerintah
beserta DPR untuk duduk bersama bersama stakeholder terkait
untuk mencari solusi akan hal tersebut. Jika pertumbuhan kredit
terus mengalami tren yang menurun akan berdampak negatif
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terhadap perekonomian nasional diperlihatkan dalam tulisan pada
bagian kedua buku ini.

Peningkatan kemandirian bangsa dalam mengupayakan
sumber-sumber penerimaan negara dari dalam negeri harus terus
dilakukan. Upaya memperkuat ketahanan fiskal untuk mendukung
pembangunan nasional yang berkelanjutan dan terwujudnya good
governance dalam pengelolaan bagian negara dari laba BUMN,
dilakukan secara profesional, transparan, dan bertanggung jawab.

Penyertaan Modal Negara menjadi kebijakan sektor keuangan
yang diharapkan dapat memberikan imbal jasa bagi Negara.
Pemberian PMN kepada BUMN harus dapat merestrukturisasi
BUMN dan mendukung program prioritas sehingga memiliki
kemampuan dalam menghadapi dinamika global dan nasional
serta menjamin peningkatan nilai dividen bagi penerimaan Negara.
Dengan demikian PMN bagi BUMN menjadi bagian dari upaya
membangun fundamental ekonomi yang kokoh dan bukan sekedar
membagi jatah kekuasaan bagi pemerintahan yang sedang berjalan
merupakan bagian tulisan ketiga yang diangkat dalam buku ini.

Bagian buku keempat mengangkat peran sektor perbankan
syariah dalam perekonomian nasional khususnya sektor riil. Karena
sudah hampir tiga dekade industri keuangan syariah hadir di
Indonesia dan berkontribusi bagi pembangunan ekonomi. Sistem
keuangan syariah telah teruji mampu bertahan dari beberapa
krisis yang melanda ekonomi dunia, karena berlandaskan kepada
pencapaian keadilan yang berbasis kepada transaksi riil dan
distribusi kesejahteraan ekonomi maupun ethical value yang bersifat
universal.

Dalamrangkaberperan aktif mendukung pertumbuhan ekonomi
sektor riil, perbankan syariah telah menyalurkan pembiayaan
sebesar Rp204,334 miliar pada akhir 2014. Komposisi penggunaan
pembiayaan tersebut masih didominasi untuk konsumtif dan modal
kerja, dengan pangsa terbesar sektor jasa dunia usaha. Beberapa
masalah dan kendala dihadapi industri perbankan syariah dalam
pelaksanaan kegiatannya, antara lain dana syariah lebih mahal dari
konvensional karena berasal dari deposito, keterbatasan modal,
dan belum adanya reference rate bagi bank syariah. Oleh karena itu,
diperlukan peran dan dukungan pemerintah untuk meningkatkan
perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia sehingga
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mampu bersaing dengan perbankan konvensional dan perbankan
syariah negara lain yang kemungkinan akan masuk ke Indonesia
dalam rangka pasar global.

Selanjutnya pada bagian kelima dari buku ini mencoba
mengemukaan sistem keuangan pusat dan daerah dalam
memperkuat perekonomian nasional. Diungkapkan bahwa
ketimpangan fiskal vertikal kabupaten/kota yang terjadi sebelum
otonomi daerah sangat tinggi, namun pada awal pelaksanaan
otonomi daerah, ketimpangannya semakin tinggi bahkan lebih
tinggi dari sebelumnya. Kemudian berangsur-angsur tiap tahunnya
ketergantungan daerah terhadap transfer dana pusat menurun
walaupun masih jauh dari mandiri dilihat dari besarnya proporsi
transfer dana pusat terhadap total penerimaan pemerintah daerah.

Ketimpangan fiskal vertikal untuk pemerintah daerah provinsi
sebelum otonomi daerah, ketimpangannya semakin tinggi.
Setelah dilaksanakannya otonomi daerah, dari tahun ke tahun
ketergantungan daerah mengalami penurunan atau menjadi tidak
terlalu tergantung terhadap transfer dana pusat. Hal tersebut terjadi
karena adanya pelimpahan wewenang kepada pemerintah daerah
kabupaten/kota sehingga mempengaruhi sisi penerimaan maupun
pengeluaran negara.

Buku ini diakhiri dengan tulisan mengenai pentingnya
akuntabilitas pengelolaan keuangan negara melalui akuntansi
pemerintahan berbasis akrual. Pengeloalaan sektor organisasi
publik yang tidak efektif dan efesien telah mendorong reformasi
di bidang akuntansi sektor publik. Perkombakan sistem akuntansi
ini tidak lepas dari tuntutan akan dilaksanakannya New Public
Management. Tuntutan masyarakat akan perbaikan pengelolaan
organisasi dan keuangan negara pada akhirnya berdampak juga
terhadap perubahan pada sistem akuntansi pemerintahan.

Perubahan besar terhadap sistem pengelolaan keuangan negara
dimulai dengan diterbitkannya tiga paket undang-undang tentang
keuangan negara. Perubahan ini diikuti oleh reformasi sistem
akuntansi pemerintahan dengan dikeluarkan Standar akuntansi
Pemerintahan pada tahun 2005 yang diubah dengan PP Nomor
71 tahun 2010 yang mengharuskan sistem akuntasi pemerintahan
menggunakan sistem akuntansi berbasis akrual. Akuntansi akrual
ini sangat populer di sektor swasta sehingga akhirnya diadopsi oleh
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akuntansi sektor publik. Meskipun masih menimbulkan pro dan
kontra, penerapan sistem ini pada akuntansi sektor publik, sistem
ini memberikan banyak manfaat pada pengelolaan keuangan negara.

Diantara beberapa manfaatnya adalah meningkatkan kualitas
penggunaan sumber daya, penguatan akuntabilitas, meningkatkan
transparansi atas total biaya dari aktivitas pemerintahan serta
mampu melihat dengan lebih komprehensif atas pengaruh dari
aktivitas pemerintahan terhadap perekonomian. Demikian inti sari
buku yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat.

Jakarta, Oktober 2015
Editor.

Prof. Carunia Mulya Firdausy, Ph.D
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